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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
 
1. Konsonan 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b be 
ت Ta t te 
ث Sa s es (dengan titik di atas) 
ج Jim j Je 
ح Ha h ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha kh Ka dan ha 
د Dal d de 
ر Zal x zet (dengan titik di atas) 
س Ra r er 
ص Zai z zet 
ط Sin s es 
ش Syin sy es dan ye 
ص Sad s es (dengan titik di bawah) 
ض Dad d de (dengan titik di bawah) 
ط Ta t te (dengan titik di bawah) 
ظ Za z zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain „ Apostrof terbalik 
غ Gain g ge 
ف Fa f ef 
ق Qaf q qi 
ن Kaf k ka 
ل Lam l el 
و Mim m em 
ٌ Nun n en 
و Wau w we 
ِ Ha h ha 
ء Hamzah „ apostrof 
ي Ya y ye 
 
ix 
xi 
 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda („). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda Nama  Huruf Latin Nama  
َ ا fathah A a 
َ ا kasrah I i 
َ ا dammah U u 
 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu : 
Tanda Nama  Huruf Latin  Nama  
 َ ي fathah dan yaa’ Ai a dani 
 َؤ fathah dan wau Au a dan u  
Contoh: 
 َفْي  ك : kaifa 
 َلْى ه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan Tanda Nama  
 َي…│ َ ا … Fathah dan alif atau 
yaa‟ 
A A dan garis di atas 
ي Kasrah dan yaa‟ I I dan garis di atas 
 َو Dhammmah dan 
waw 
U U dan garis di atas 
  
Contoh: 
 تاي : maata 
 ً ي  س : ramaa 
 مْي ل : qiila 
  َتْى  ً  ي : yamuutu 
4. Taa’ marbuutah 
Transliterasi untuk taa’marbuutah ada dua, yaitu taa’marbuutah yang hidup 
atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah 
[t].sedangkan taa’ marbuutah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan taa’ marbuutah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka taa’ 
marbuutah itu ditransliterasikan dengan ha [h]. 
Contoh : 
َ ة  ضْو  ش نا فْط ْلْا : raudah al- atfal 
َ ة ُْي  ذ  ً نا ة ه  ضا فْنا : al- madinah al- fadilah 
َ ة  ً ْك  حْنا  : al-hikmah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydid(  َ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf  (konsonang anda) yang diberi tandasyaddah. 
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 Contoh : 
 ا َُّب  س : rabbanaa 
 َ ا ُْي َّج  : najjainaa 
  َك  حْنا : al- haqq 
  َى ِّع َ : nu”ima 
  َو  ذ  ع : ‘aduwwun 
 Jika huruf يَ  ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah (  َي ب) maka ia ditranslitersikan sebagai huruf maddah menjadi i. 
 Contoh : 
  َي ه  ع : „Ali (bukan „Aliyyatau „Aly) 
  َي ب  ش  ع : „Arabi (bukan „Arabiyyatau „Araby) 
 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma’arifah). Dalam pedoman transiliterasi ini, kata sandang ditransilterasikan 
seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf 
qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya.kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
 Contoh : 
  َظًَّشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
 َ ة ن  ضن َّضن ا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
 ة ف  سه فْن ا : al-falsafah 
  َد  لَ بْن ا : al-bilaadu 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof („) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
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Contoh : 
 ٌَ ْو  ش  ْيا ت : ta’muruuna 
 َعْىَُّنا : al-nau’ 
 َءْي  ش : syai’un 
 َتْش  ي ا : umirtu 
8. Penulisan Kata Bahasa Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa 
Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan telah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, 
atau sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
Al-Qur‟an (dari Al-Qur’an), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh : 
 Fizilaal Al-Qur’an 
 Al-Sunnah qabl al-tadwin 
9. Lafz al- Jalaalah (َ ٰ الل) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai mudaafilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf 
hamzah. 
Contoh : 
ِِوّّٰللُان ْيِد diinullah َ ٰ اللا ب billaah 
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Adapun taamarbuutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalaalah, 
ditransliterasi dengan huruf [t].contoh : 
                
        hum fi rahmatillaah 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ajaran Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, 
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri 
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka 
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang 
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul refrensi yang didahului oleh kata 
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa ma muhammadun illaa rasul 
Inna awwala baitin wudi’ alinnasi lallazii bi bakkata mubarakan 
Syahru ramadan al-lazii unzila fih al-Qur’an 
Nazir al-Din al-Tusi 
Abu Nasr al- Farabi 
Al-Gazali 
Al-Munqiz min al-Dalal 
 Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abu 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 
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Abu Al-Wafid Mummad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu Al-Walid 
Muhammad (bukan : rusyd, abu al-walid Muhammad ibnu) 
 
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, 
Nasr Hamid Abu) 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dilakukan adalah : 
swt = subhanallahu wata’ala 
saw = sallallahu ‘alaihi wasallam 
a.s = ‘alaihi al-sallam 
H = Hijriah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
I = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
W = Wafat Tahun 
QS…/…4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4 
HR = Hadis Riwayat 
  
 
Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut : 
ص =ةحفص 
مد = ناكمِنودب 
معلص =ملسِوِويلعِللهاِىلص 
ط  =ةعبط 
ند =رشانِنودب 
لخا  =هرخاِلىا / اىرخاِلىا 
ج  =ءزج 
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ABSTRAK 
Nama : Zulfaizah Nurdin 
NIM :  10300113137 
Judul : Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan Farmasi Yang Tidak        
Memiliki Izin Edar di Kabupaten Sinjai (Telaah Atas Hukum Islam) 
 
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana mengedarkan 
obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar di kabupaten Sinjai (Telaah atas 
Hukum Islam)? Pokokmasalah tersebut selanjutnya di-breakdown ke dalam 
beberapa submasalah ataupertanyaan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana 
penerapan hukum terhadap pengedaran obat-obatan farmasi yang tidak 
memiliki izin edar? 2) Bagaimana dampak terhadap peredaran obat-obatan 
yang tidak memiliki izin edar dan penyalahgunaan obat-obat farmasi? 3) 
bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengedaran obat-obatan farmasi 
yang tidak memiliki izin edar dan penyalahgunaan obat-obatan farmasi yang 
tidak memiliki izin edar? 
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif atau dalam penelitian hukum 
disebutpenelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah: syar‟ih danyuridis-normatif. Adapun sumber data penelitian ini adalah 
Polisi Polres Sinjai, Pegawai Dinas Kesehatan, dan tokoh agama. Selanjutnya, 
metodepengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, 
dokumentasi danstudi kepustakaan. Lalu, teknik pengolahan data dilakukan 
dengan melalui empattahapan, yaitu: reduksi data, klarifikasi data, penyajian 
data, dan penarikankesimpulan yang diolah dengan teknik analisis data 
menggunakan metode analisiskualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap 
tindak pidana mengedarkan obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar 
sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, adanya peredaran obat-
obatan ilegal mempermudah terjadinya penyalahgunaan obat yang. 
Penyalahgunaan obat memiliki dampak negatif bagi kesehatan, apalagi jika 
dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan rusaknya 
jaringan syaraf, penurunan fungsi otak dan bahkan kematian. Dalam Islam 
melarang mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar apabila obat-
obatan tersebutmemiliki efek memabukkan serta haram untuk dikonsumsi. 
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) Diharapkan adanya penyidik 
PNS di Dinas Kesehatan agar dapat membantu pihak kepolisian dalam 
menangani peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar 2) Masyarat 
diharapkan lebih berperan akti dalam membantu kepolisian untuk mengungkap 
peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah 
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sehingga dalam 
rangka mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan nasional 
secara menyeluruh dan berkesinambungan.
1
 
Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan 
nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.
2
 Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, karena 
dengan tubuh yang sehat setiap orang dapat menjalankan segala aktivitas kehidupan 
sehari-hari dan bisa menghasilkan karya yang lebih baik. 
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan 
suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan 
kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Pada dasarnya masalah kesehatan 
menyangkut semua segi kehidupan dan melingkup sepanjang waktu kehidupan 
                                                 
1
http://Jurnalkesehatankesmas.blogspot.com/2009/07/pengkajian-perilaku-hidup-bersih-
dan.html?m=1 (Diakses 10 Desember 2017) 
2Ta‟adi, Hukum Kesehatan: Pengantar Menuju Perawat Profesional (Jakarta: EGC, 2009), h. 
6. 
1 
2 
 
manusia, baik kehidupan masa lalu, kehidupan sekarang maupun masa yang akan 
datang.
3
 
Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di Indonesia membawa 
masyarakat pada suatu tatanan hidup yang serba cepat dan praktis. Namun tidak dapat 
dipungkiri kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan apabila tidak diimbangi dengan 
semangat kemanusiaan, maka akan menimbulkan dampak negatif. 
Ilmu kesehatan adalah salah satu bidang ilmu yang mengalami perkembangan 
yang cukup pesat saat ini. Begitu pula dengan perkembangan tindak pidana dibidang 
ilmu kesehatan. Adapun tindak pidana yang terjadi di bidang ilmu kesehatan antara 
lain : malpraktek, pemalsuan obat, pengedaran dan penyalahgunaan obat tanpa izin 
dan transplantasi organ manusia. Salah satu contoh tindak pidana dalam bidang 
kesehatan yang saat ini sedang marak ialah pengedaran dan penyalah gunaan obat 
tanpa izin. 
Salah satu komponen kesehatan yang sangat penting adalah tersedianya obat 
sebagai bagian dari pelayanan kesehatan masyarakat. Meningkatnya kesadaran dan 
pengetahuan masyarakat tentang kesehatan juga mendorong masyarakat menuntut 
pelayanan kesehatan termasuk pelayanan obat yang semakin berkulitas. Dalam 
mengedarkan obat, obat harus memiliki izin edar karena pada kenyataannya masih 
banyak obat yang beredar dimasyarakat yang tidak memiliki izin edar atau tidak 
terdaftar di BPOM.
4
 
Pengamanan dan pengawasan diperlukan karena hingga saat ini tingkat 
kesadaran masyarakat masih rendah terhadap resiko pemakaian obat dan bahan-bahan 
                                                 
3
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2005), h. 1. 
4Ta‟adi, Hukum Kesehatan: Pengantar Menuju Perawat Profesional, h. 11. 
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makanan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak memenuhi standar kesehatan 
untuk dikonsumsi yang telah ditetapkan. Masyarakat umum, utamanya kalangan 
menengah ke bawah, cenderung mengkonsumsi obat-obatan yang dijual di warung 
dan toko-toko diluar apotik. Selain mudah didapat, para konsumen lebih memilih obat 
dengan harga yang lebih murah, masyarakat tidak menyadari bahwa obat yang 
mereka beli di warung atau toko yang tidak jelas memiliki izin pedagangan eceran 
obat atau tidak, bisa saja menimbulkan dampak buruk bagi mereka, karena obat 
tersebut tidak jelas apakah aman untuk dikonsumsi. 
Dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan 
menentukan bahwa: Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau 
mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000.00 
(satu miliar lima ratus juta rupiah). Selanjutnya Pasal 198 Undang-Undang No. 36 
Tahun 2009 menentukan bahwa: Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan 
kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.00 (seratus 
juta rupiah). 
5
 Walaupun Tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak 
memiliki izin edar tidak diatur dalam KUHP, akan tetapi dengan adanya peraturan 
perundang-undangan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan 
atau penyimpangan dalam menggunakan sediaan farmasi oleh pihak yang tidak 
bertanggungjawab sehingga dapat membahayakan masyarakat. 
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Dalam al-Qur‟an tidak terdapat ayat yang secara khusus membahas tentang 
Tindak pidana mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar, dalam al-
Qur‟an hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. 
Hal tersebut dapat dilihat pada surah al-Maidah ayat 90. Allah berfirman dalam QS 
Al „Maidah/5:90. 
ا ه ي أَٰٓ ٰ يَ ٍَ ي  زَّنٱََا  ً َّ  َإَ ْا َٰٓى ُ  يا  ء َش ًۡ  خۡنٱَ َو َش  سۡي  ً ۡنٱَ َو َبا  ص  َۡلۡٱَ َو َى
ٰ نۡص ۡلۡٱََ  م  ً  عَ ٍۡ ِّيَٞظۡج س
 ٍَ
ٰ طۡي َّشنٱََ فَ ِى ب  ُتۡجٲََ  ٌ ى  ح هۡف تَۡى  كَّه  ع ن٠٩َ 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntunan.
6
 
Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu 
memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga 
mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum 
khamar yaitu haram.
7
 Khamar, narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki dampak 
yang negatif yang lebih banyak dibandingkan dampak positif. Khamar, narkotika dan 
obat-obatan terlarang memberikan dampak buruk bagi agama, akal, moral, kesehatan 
dan watak bagi penggunanya sehingga haram untuk dikonsumsi. 
Pelayanan di bidang kesehatan yang sesuai dengan aturan dan ketentuan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku akan membatasi gerak yang 
cenderung ilegal dalam mendistribusikan obat. Perlunya izin mendistribusikan 
                                                 
6
Departemen Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan 
Penerjemah al-Qur‟an, 2009) 
7Hamzah Hasan, “Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba,” al-daulah, 
vol. 1 no.1(Desember 2012), h. 4. http://www.jurnal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1467/0. (Diakses 21 Mei 2018 pukul 11.37 wita). 
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sediaan farmasi dari Badan Pengawas Obat Makanan dan pemberian izin apotek oleh 
Menteri Kesehatan (yang melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Kesehatan 
Kabupaten/Kota) untuk pendirian apotek sebab obat keras tertentu hanya dapat 
dilakukan oleh apotek bukan pada toko obat. Tujuan dari pemberian izin dalam 
peredaran sediaan farmasi adalah untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi 
tidak memenuhi syarat, melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan salah 
penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan. 
Alasan penulis ingin mengangkat judul tentang tindak pidana mengedarkan 
obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena saat ini sedang marak kasus 
pengedaran obat/sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan disalah gunakan 
oleh remaja-remaja yang memberikan dampak negatif bagi kesehatan. 
Bardasarkan latar belakang tersebut, penulis berkeinginan untuk mengetahui 
lebih jauh tentang bagaimana tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tersebut 
bisa terjadi, dalam hal ini berkaitan dengan judul : TINDAK PIDANA 
MENGEDARKAN OBAT-OBATAN YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI 
KABUPATEN SINJAI (TELAAH ATAS HUKUM ISLAM). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dikemukakan pokok 
masalah berikut ini : “Bagaimana tindak pidana mengedarkan obat-obatan farmasi 
yang tidak memiliki izin edar?” dan berdasarkan pokok masalah tersebut dapat 
dikemukakan sub-masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penerapan hukum terhadap peredaran obat-obatan yang tidak 
memiliki izin edar di Kabupaten Sinjai? 
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2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan terhadap peredaran obat-obatan yang 
tidak memiliki izin edar dan penyalahgunaan obat-obatan farmasi? 
3. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap peredaran obat-obatan yang 
tidak memiliki izin edar dan penyalahgunaan obat-obatan farmasi? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
a. Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi 
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
yang pelakunya seharusnya dipidana. Menurut D. Simons, tindak pidana 
(strafbaar feit) adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang 
bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan 
oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
8
 Dan sediaan farmasi adalah obat, 
bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
9
 
b. Izin Edar 
Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang 
diberikan oleh Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan untuk dapat diedarkan 
di wilayah Indonesia.
10
 
c. Hukum Islam 
Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama islam. Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa hukum Islam (Indonesia) 
                                                 
8
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum danTertulis di Indonesia (Cet. 2; Jakarta: Rajawali 
Pers, 2013), h. 57-58. 
9
https://sireka.pom.go.id (Diakses 9 Desember 2017) 
10
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atau hukum syara‟ ialah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang 
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur‟an. Dalam kamus besar bahasa 
Indonesia dijelaskan bahwa hukum Islam ialah peraturan dan ketentuan yang 
berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur‟an dan hadis.11 
Pengertian hukum Islam atau hukum syara‟ menurut istilah ulama ushul 
adalah doktrin (khitab) syari‟ yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang 
mukallaf secara perintah atau diperintah memilih atau berupa ketetapan (taqrir). 
Dari berbagai pengertian tentang hukum Islam tersebut, maka dapat dipahami 
bahwa hukum Islam di Indonesia adalah peraturan-peraturan yang diambil dari 
wahyu dan diformulasikan ke dalam lima produk pemikiran hukum yaitu, fikih, 
fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan undang-undang, serta sosiologi hukum 
yang dipedomani dan diberlakukan bagi umat Islam di Indonesia.
12
 
2. Deskripsi Fokus 
a. Pengertian tindak pidana 
b. Macam-macam tindak pidana 
c. Sanksi hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan yang tidak memiliki 
izin edar 
d. Pandangan hukum islam terhadap tindak pidana peredaran obat-obatan yang tidak 
memiliki izin edar. 
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Supardin, Materi hukum Islam (Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 23. 
12
Supardin, Materi hukum Islam, h. 23-24. 
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Fokus Penelitian Deskripsi Fokus 
1. Tindak  Pidana  
a. Pengertian tindak pidana 
b. Macam-macam tindak pidana 
2. Peredarkan obat-obatan yang tidak 
memiliki izin edar 
a. Sanksi hukum terhadap tindak pidana 
peredaran obat-obatan yang tidak 
memiliki izin edar 
b. Hukum Islam 
a. Pandangan hukum islam terhadap 
tindak pidana peredaran obat-obatan 
yang tidak memiliki izin edar 
D. Kajian Pustaka 
1. Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa dalam bukunya “Kriminologi” 
menyatakan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang komplek yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita 
dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang 
berbeda satu dengan yang lain. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk 
memperoleh apa yang diperlukan untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.
13
 
Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai 
kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara 
penjahat merupakan pelaku pelanggar hukum. Penetapan aturan dalam hukum 
pidana itu merupakan gambaran dari reaksi negatif masyarakat atas suatu 
kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana.
14
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Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 1 
14
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi, h. 14. 
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Pada dasarnya pembentuk hukum pidana mengharapkan bahwa dengan 
adanya peraturan perundang-undangan kejahatan dapat berkurang. Namun, pada 
kenyataannya hukum yang telah ada tidaklah efektif. Sanksi yang berat yang 
dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak memberikan efek jera bagi pelaku 
dan juga tidak memberikan dampak yang banyak untuk mengurangi kejahatan. 
Untuk itu salah satu hal yang penting untuk mengurangi tingkat kejahatan yaitu 
mencari penyebab terjadinya kejahatan sehingga solusi yang dihasilkan dapat 
lebih efektif dan tepat. 
2. Rasyidin Abdullah dalam bukunya “Hukum Kesehatan” menyatakan bahwa 
semua penyelenggaraan sarana kesehatan harus memiliki izin. Izin 
penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dengan tetap memperhatikan 
pemerataan, dan peningkatan mutu pelayanan umum.
15
 
Penyelenggaraan upaya kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah 
dan masyarakat. Dan dalam rangka pengelolaan perbekalan kesehatan maka 
pemerintah berwenang mengawasi sediaan farmasi dan alat kesehatan agar 
dilakukan dengan cara produksi yang baik sesuai dengan standar yang berlaku 
dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam farmakope indonesia atau 
buku standar lainnya.
16
 
Hal-hal tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, namun pada 
kenyataannya tetap saja terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Oleh 
karena itu, penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran dalam bidang 
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Rasidin Abdullah, Hukum Kesehatan (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 60-
61.  
16
Rasyidin Abdullah, Hukum Kesehatan, h. 54. 
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kesehatan diharapkan dapat secara langsung memberikan perlindungan 
kepentingan pasien.  
3. Mufidah Ahmad dalam jurnal penelitiannya Penegakan Hukum Terhadap 
Peredaran Obat Tradisional Tanpa Izin Edar di Surabaya (2014) menyatakan 
bahwa Balai Besar POM Surabaya mengategorikan kasus pelanggaran izin 
edar obat tradisional dalam dua kategori, yaitu Non pro-justitia merupakan 
pembinaan yang dilakukan Balai Besar POM Surabaya kepada pedagang obat 
tradisional yang melakukan pelanggaran terhadap izin edar obat tradisional, 
sedangkan pro-justitia merupakan perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh 
pedagang obat tradisional untuk diteruskan ke proses pengadilan. 
Pengkategorian tersebut didasarkan atas besarnya jumlah obat tradisional 
yang diedarkan serta apakah pedagang tersebut bersedia bekerjasama dengan 
Balai Besar POM dalam memberikan informasi tempat asal diperolehnya obat 
tradisional tanpa izin edar. 
Dari beberapa referensi atau hasil penelitian yang dikemukakan di atas baik 
jika dilihat dari sisi perorangan maupun secara kelompok tidak satupun yang 
membahas masalah yang diajukan, meskipun ada satu dua yang membahas tentang 
masalah peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar namun tidak didasarkan 
pada penelitian mendalam, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut 
mengenai masalah tersebut agar dapat lebih memahami mengenai masalah peredaran 
obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. 
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E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum terhadap peredaran obat-obatan 
yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Sinjai. 
b. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana peredaran obat-
obatan yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten Sinjai. 
c. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap tindak pidana peredaran 
obat-obatan yang tidak memiliki izin edar.  
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara Teoretis 
1) Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum pidana di 
indonesia. 
2) Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau 
masyarakat pada umumnya pada penulis pada khususnya. 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti. 
2) Memberikan gambaran mengenai bagaimana sanksi bagi pelaku pengedar 
sediaan farnasi yang tidak memiliki izin edar. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A. Pengertian Tindak Pidana 
Dalam teks bahasa Belanda dari KUHPid, dapat ditemukan istilah strafbaar 
feit. Tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menerjemahkan 
KUHPid dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia, menerjemahkan istilah strafbaar 
feit sebagai tindak pidana. Namun dalam KUHPid tidak diberikan definisi terhadap 
istilah tindak pidana atau strafbaar feit.  
Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana bagi siapa 
saja yang melanggar larangan tersebut.  
Beberapa definisi lain tentang tindak pidana, antara lain : 
1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. 
2. Menurut D. Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam 
dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan 
kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 
3. Menurut G.A. van Hamel, sebagaimana yang diterjemahkan oleh Moeljatno, 
strafbaar feit adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam wet yang bersifat 
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
17
 
4. Komariah E. Sapardjaja mengatakan, tindak pidana adalah suatu perbuatan 
manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat 
bersalah melakukan perbuatan itu. 
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Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, h. 58. 
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5. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan 
seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, 
terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas 
perbuatannya.
18
 
Selain istilah tindak pidana, ada juga beberapa istilah lain yang biasa 
digunakan, yaitu : 
a. Perbuatan pidana 
Moeljatno menggunakan istilah perbuatan tindak pidana. Menurut Moeljatno, 
perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja, sebagaimana dikatakan bahwa, 
perbuatan pidana hanya menunjukkan kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat 
dilarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Dari sudut pandang Moeljatno, 
unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu 
bertanggung jawab, tidak boleh dimasukkan ke dalam definisi perbuatan pidana, 
melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain yaitu unsur pertanggungjawaban 
pidana.
19
 
Istilah perbuatan pidana juga digunakan dalam pasal 5 ayat (3) huruf b UU 
No. 1/Drt/1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan 
kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil, yang 
menyatakan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup harus dianggap perbuatan 
pidana”.20 
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Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak 
Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2011), h. 27-28. 
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20
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b. Perbuatan yang dapat dihukum. 
c. Peristiwa pidana 
d. Delik. 
1. Unsur-unsur Tindak Pidana 
Dalam mengemukakan unsur-unsur tindak pidana, pada umumnya 
dikemukakan terlebih dahulu perbedaan dasar antara unsur perbuatan dan unsur 
kesalahan (pertanggungjawaban pidana). Unsur perbuatan juga sering disebut 
unsur objektif sedangkan unsur kesalahan sering disebut unsur subjektif. 
Menurut Bambang Poernomo, pembagian secara mendasar di dalam 
melihat elemen perumusan delik hanya mempunyai dua elemen dasar yang terdiri 
atas : Bagian yang objektif, yaitu delik terdiri dari suatu perbuatan dan akibat yang 
bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan yang melawan hukum yang 
menyebabkan diancam dengan pidana oleh peraturan hukum. Dan bagian yang 
subjektif yakni berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu bertanggung 
jawab atau dapat dipersalahkan atas perbuatannya yang bertentangan dengan 
hukum.
21
 
Selain unsur-unsur tersebut, para ahli hukum juga melakukan pembagian 
secara rinci, misalnya D.Hazewinkel-Suringa, mengemukakan unsur-unsur tindak 
pidana yang lebih terperinci : 
a. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia berupa berbuat atau tidak 
berbuat. Hukum pidana kita adalah hukum pidana perbuatan sehingga seseorang 
tidak dapat dipidana atas apa yang dipikirkannya. 
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b. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini terdapat pada delik 
material. 
c. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti maksud (oogmerk), sengaja 
(opzet), dan kealpaan (culpa). 
d. Sejumlah besar delik mengharuskan adanya keadaan-keadaan objektif, misalnya 
penghasutas (pasal 160) dan pengemisan (pasal 504 ayat (1)) hanya dapat dipidana 
jika dilakukan di depan umum. 
e. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat tambahan untuk dapat 
dipidana. Misalnya dalam Pasal 123 “jika pecah perang”, Pasal 164 dan 165 “jika 
kejahatan itu jadi dilakukan”, Pasal 345 “kalau orang itu jadi bunuh diri”, Pasal 
531 “jika kemudian orang itu meninggal”. 
f. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis yang khusus yakni 
apa yang dirumuskan sebagai melawan hukum, tana wewenang, dengan 
melampaui wewenang. 
g. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis.22 
H.B Vos mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana dimungkinkan 
ada beberapa unsur (elemen), yaitu: 
a. Elemen perbuatan atau kelakuan orang. 
b. Elemen akibat dari perbuatan. 
c. Elemen subjektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau 
alpa. 
d. Elemen melawan hukum. 
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e. Dan sederet elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, dan dibedakan 
menjadi segi objektif misalnya di dalam Pasal 160 deperlukan elemen di muka 
umum dan segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlukan unsur direncanakan lebih 
dahulu.
23
 
Berdasarkan beberapa unsur-unsur yang telah dikemukakan sebelumnya 
dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur tindak pidana secara umum ialah pelaku 
tindak pidana, perbuatan/rangkaian perbuatan manusia, kesalahan, bersifat 
melawan hukum, waktu kejadian, tempat kejadian, dan keadaan. 
B. Macam-macam Tindak Pidana 
Pada umumnya hukum pidana atau tindak pidana diklasifikasikan ke dalam 
dua kelompok besar, yaitu pidana umum dan pidana khusus. Apabila delik tersebut 
diatur dalam KUHP, maka disebut pidana umum. Sedangkan jika diatur dalam 
undang-undang selain KUHP atau di luar KUHP maka dinamakan dengan pidana 
khusus. Namun, tindak pidana selain dibagi ke dalam pidana umum dan pidana 
khusus terdapat juga tindak pidana yang berdasarkan hukum islam.  
Berikut ini macam-macam tindak pidana : 
1. Pencurian 
Pencurian secara umum diartikan dengan mengambil untuk memiliki 
sesuatu yang bukan haknya. Dalam arti yang lebih jelas lagi ialah menjadikan 
sesuatu yang bukan miliknya menjadi miliknya dengan cara melawan hukum dan 
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dalam bentuk apa saja, baik sesuatu itu milik orang perseorangan atau milik 
masyarakat.
24
 
2. Pembunuhan 
Yang dimaksud dengan pembunuhan ialah tindakan yang menghilangkan 
nyawa seseorang. Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang Allah dan Nabi 
karena merusak salah satu sendi kehidupan.
25
 
3. Penganiayaan 
Penganiayaan ialah kejahatan atas fisik tetapi tidak menimbulkan kematian, 
baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. 
4. Penggelapan 
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372, disebutkan bahwa 
barang siapa sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam 
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. 
5. Penghinaan 
Dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa barang siapa 
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu 
hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Tidak merupakan 
pencemaran atau penghinaan jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan 
umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 
6. Pemerasan dan pengancaman 
7. Tindak pidana korupsi 
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Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio corruptive adalah perbuatan curang, 
tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Secara harfiah, menurut Sudarto 
kata korupsi merujuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan 
dengan keuangan. Adapun Henry Campbell Black mendefinisikan korupsi sebagai 
perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan 
yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan 
jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya 
sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak 
lain.
26
 Singkatnya, korupsi adalah penyalah gunaan jabatan atau kekuasaan untuk 
kepentingan pribadi. 
8. Tindak pidana pencucian uang (Money Laundering) 
Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 25 tahun 2003 tentang 
tindak pidana pencucian uang, pencucian uang diartikan sebagai perbuatan 
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, 
menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau 
perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan 
hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan 
asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
27
 
Adapun dalam lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan Nomor: 2/1/KEPPPATK/2003 pencucian uang diartikan 
sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau 
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menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak 
pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal 
dari kegiatan yang sah. 
9. Terorisme 
Menurut James Adams, terorisme adalah penggunaan atau ancaman 
kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan 
politik, baik untuk kepentingan atau melawan kekuasaan yang ada apabila 
tindakan-tindakan terorisme dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau 
mengintimidasi suatu kelompok atau sasaran yang lebih besar daripada korban-
korban secara langsung. Adapun menurut The Arab Convention for Suppression of 
Terrorism, teroris adalah tindakan atau ancaman kekerasan apa pun motif atau 
tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan agenda kejahatan individu atau 
kolektif yang menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat, perasaan takut 
dengan melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, 
atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik 
maupun pribadi, atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk 
mengancam sumber daya nasional.
28
 
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa terorisme adalah 
tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang 
bersifat melawan hukum yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok atau 
kepada harta benda atau fasilitas publik dan tujuan utama tindakan tersebut ialah 
mengubah ideologi dan haluan politik negara. 
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10. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
Berdasarkan Pasal 7 undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang 
pengadilan hak asasi manusia, pelanggaran HAM yang berat terdiri atas kejahatan 
genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam pasal 8 undang-undang 
nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa, 
genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk 
menhancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, 
kelompok etnis, kelompok agama. Sedangkan pengertian kejahatan  terhadap 
kemanusiaan terdapat pada Pasal 9, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan 
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya 
bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil.
29
 
11. Tindak pidana narkotika  
12. Tindak pidana psikotropika 
13. Tindak pidana di bidang kesehatan 
14. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 
Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga 
menurut Rifka An-nisa WCC antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, 
kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Pertama, tindakan kekerasan fisik 
yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang 
lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-
alat lain.  Kekeasan fisik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 UU Nomor 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga adalah 
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perbuatan mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
30
 Kedua, 
kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa 
percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, penghinaan, isolasi sosial, 
rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, 
kekerasan ekonomi dapat berbentuk pengontrolan hak keuangan, tidak memberi 
nafkah, memaksa atau melarang isteri bekerja untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga. Keempat, kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat 
seksual dapat berbentuk suami memaksa istri melakukan hubungan seksual pada 
saat istri tidak siap karena lelah, sakit, haid atau sebab lainnya. Suami memaksa 
melakukan hubunhan seksual dengan cara yang tidak disukai oleh istri.
31
 
15. Tindak pidana pornografi 
Dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi Pasal 1 
ayat (1) disebutkan bahwa, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, 
tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, 
atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau 
pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang 
melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
32
 
16. Tindak pidana dibidang kesehatan 
Selain beberapa tindak pidana yang terdapat dala KUHP maupun yang diatur 
dalam perundang-undangan terdapat juga beberapa tindak pidana menurut hukum 
islam, sebagai berikut : 
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1. Zina 
Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan tanpa ikatan perkawinan. Tidak menjadi masalah apakah salah seorang 
atau kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun 
belum menikah sama sekali.
33
 
2. Murtad 
Secara etimologis murtad yang akar katanya radda berarti kembali. Dalam 
arti terminologi murtad atau raddah adalah kembali dari atau meninggalkan Islam. 
Dalam arti lain disebut juga kafir sesudah beriman. Dari dua rumusan tersebut 
dapat disimpukan bahwa murtad adalah meninggalkan keislaman setelah secara 
sadar memeluk Islam, baik sesudah itu memeluk agama lain atau tidak beragama 
sama sekali.
34
 
Murtad berarti menolak agama islam atau keluar dari islam dan memeluk 
agama lain baik melalui perbuatan atau lisan. 
3. Khamar (meminum minuman keras) 
Minuman keras yang dimaksud ialah segala sesuatu yang dapat merusak 
akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Qur‟an disebut khamar. Ulama 
Hanafiyah mengatakan bahwa khamar itu adalah nama bagi jenis minuman 
memabukkan yang terbuat dan diproses dari perasan anggur. Selain dari itu tidak 
dinamakan khamar. Dalam pendapat ini, apa yang bernama khamar hukumnya 
haram, baik sampai memabukkan atau tidak, baik diminum sedikit atau banyak. 
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Namun selain dari itu, maka segala sesuatu yang menurut kadar tertentu telah 
memabukkan, maka hukumnya haram, meskipun sedikit dan tidak memabukkan. 
Jadi yang haram oleh ulama ini selain dari khamar adalah kadar memabukkan.
35
 
4. Perampokan 
Perampokan yaitu mengambil harta orang lain secara paksa dan dengan 
kekerasan. 
5. Homoseksual 
6. Jinayah Qazaf (tuduhan berzina) 
Yang dimaksud dengan qazaf ialah tuduhan melakuan perzinaan secara 
tidak benar. Bila seseorang melemparkan tuduhan kepada seseorang melakukan 
zina dan dia yakin akan kebenaran tuduhannya dan untuk itu dia mampu 
mendatangkan empat orang saksi, maka tuduhan itu tidak disebut dalam arti qazaf 
karena yang demikian berarti melaporkan terjadinya perzinaan. Namun bila dia 
tidak mampu mendatangkan saksi yang dikehendaki tetapi dia mengemukakan 
secara terbuka perzinaan itu, ucapannya itu adalah suatu kebohongan atau fitnah. 
Dengan begitu qazaf itu lebih tepat disebut fitnah berbuat zina. Juga termasuk 
pada pengertian qazaf adalah ucapan meniadakan nasab seseorang.
36
 
7. Jinayah Baghyu (pemberontakan) 
Pemberontakan mengandung maksud menuntut sesuatu dengan cara 
tertentu kepada sasaran tertentu. Dalam bahasa nusantara disebut makar.  
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C. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-obatan Yang Tidak 
Memiliki Izin Edar 
Sanksi terhadap tindak pidana mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki 
izin edar diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 
197 yang berbunyi : 
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 
(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima 
ratus juta rupiah).
37
 
D. Istilah Obat-obatan Terlarang 
Bahan obat jarang diberikan sendiri-sendiri, tetapi merupakan suatu formula 
yang dikombinasikan dengan satu atau lebih zat bukan obat yang bermanfaat untuk 
kegunaan farmasi yang bermacam-macam dan khusus. Melalui penggunaan yang 
selektif dari zat obat ini sebagian bahan farmasi akan dihasilkan sediaan farmasi atau 
bentuk sediaan dengan tipe yang bermacam- macam. Masing-masing bentuk sediaan 
mempunyai sifat-sifat fisik dan sifat-sifat farmasi yang khusus.
38
 
Obat dapat didefenisikan sebagai suatu zat yang dimaksudkan untuk dipakai 
dalam diagnosis, mengurangi rasa sakit, mengobati atau mencegah penyakit pada 
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manusia atau hewan.
39
 Salah satu kualitas obat ialah mempunyai bermacam-macam 
cara kerja dan efek samping.  
Secara umum, obat adalah semua zat baik yang dari alam (hewan maupun 
nabati) atau kimiawi yang dalam takaran yang tepat atau layak dapat menyembuhkan, 
meringankan atau mencegah penyakit atau gejala-gejalanya. Dahulu obat-obatan 
terbuat dari tanaman. Pengetahuan secara turun menurun dipelajari serta 
dikembangkan. Pada abad ke 20, obat kimia sintetik baru ditemukan seperti salvarsan 
dan aspirin.
40
 
Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia 
Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat Dan Makanan Ke 
Dalam Wilayah Indonesia (selanjutnya Peraturan Kepala BPOM) menerangkan lebih 
lanjut pengertian obat. Dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Kepaka BPOM menjelaskan 
bahwa obat adalah obat jadi termasuk produk biologi, yang merupakan bahan atau 
paduan bahan yang digunakan untuk mempengaruhi/menyelidiki sistem fisiologi atau 
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, 
pemulihan dan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
41
 
Hasil produksi farmasi harus dikemas secara baik dan diberikan label secara 
jelas dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Selain itu jalur pemakaian obat yang paling efektif juga harus ditentukan dan 
di tetapkan tentang dosis-dosis yang dianjurkan bagi pasien dalam berbagai umur, 
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berat dan status penyakitnya. Untuk membantu pemakaian alat melalui jalur-jalur 
pilihannya telah diformulasikan dan disiapkan bentuk sediaan yang sesuai seperti 
tablet, kapsul, injeksi, supositoria, ointment, aerosol dan lain-lain.
42
 
Selain pengertian obat secara umum terdapat juga pengertian obat secara 
khusus. Berikut ini beberapa pengertian obat secara khusus : 
1. Obat jadi: Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam 
bentuk salep, cairan, supositoria, kapsul, pil, tablet, serbuk atau bentuk lainnya 
yang secara teknis sesuai dengan FI atau buku resmi lain yang ditetapkan 
pemerintah.   
2. Obat paten: Obat paten adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar 
atas nama pembuat yang telah diberi kuasa dan obat itu dijual dalam kemasan 
asli dari perusahaan yang memproduksinya. 
3. Obat baru: Obat baru adalah obat yang berisi zat (berkhasiat/tidak berkhasiat), 
seperti pembantu, pelarut, pengisi, lapisan atau komponen lain yang belum 
dikenal sehingga tidak diketahui khasiat dan kegunaannya. 
4. Obat asli: Obat asli adalah obat yang diperoleh langsung dari bahan-bahan 
alamiah, diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan 
dalam pengobatan tradisional. 
5. Obat tradisional: Obat tradisional adalah obat yang didapat dari bahan alam, 
diolah secara sederhana berdasarkan pengalaman dan digunakan dalam 
pengobatan tradisional. 
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6. Obat esensial: Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk 
layanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam daftar Obat Esensial 
Nasional (DOEN) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. 
7. Obat generik: Obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan 
dalam FI untuk zat berkhasiat yang dikandungnya.
43
 
a. Penggolongan Obat : 
Food and Drug Administration menggolongkan obat menurut aturan mereka. 
Pertama, over the counter yaitu Obat-obat yang dipandang cukup aman untuk 
digunakan oleh seseorang dalam mengobati diri sendiri dari keadaan-keadaan sakit 
yang sederhana, di mana tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan dan dapat dijual 
tanpa resep dokter. Legend yaitu obat-obat yang dipandang berguna hanya setelah 
diagnosis dari seorang ahli atau dianggap berbahaya untuk digunakan dalam 
pengobatan sendiri dan hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter yang 
mempunyai izin praktek. Resep untuk obat-obat legend tidak dapat diulangi tanpa 
pernyataan persetujuan dari dokter yang menulis resep.
44
 
Sedangkan undang-undang Comprehensive Drug Abuse Prevention and 
Control tahun 1970 menentukan 5 golongan obat yang meruakan bahan penyalah 
gunaan umum. Kelima golongan obat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
45
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Golongan I: Obat-obat yang tidak diterima untuk penggunaan medis atau zat-
zat lain, dengan potensi tinggi untuk disalahgunakan. Yang termasuk dalam golongan 
ini di antaranya heroin, LSD, dan barang-barang serupa tetapi sesungguhnya setiap 
zat nonmedis yang disalahgunakan dapat dimasukkan dalam golongan ini. 
1. Golongan II: Obat-obat yang dapat diterima untuk pengobatan medis yang 
berpotensi tinggi untuk disalahgunakan, yang bila disalahgunakan dapat 
mengakibatkan ketergantungan mental dan fisik yang parah. 
2. Golongan III: Obat-obat yang diterima untuk penggunaan medis dan berpotensi 
untuk disalahgunakan, dengan akibat lebih kecil daripada golongan I dan II 
yang bila disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan mental yang 
sedang atau rendah atau ketergantungan fisik yang tinggi. 
3. Golongan IV: Obat-obat yang diterima untuk penggunaan medis dan potensinya 
untuk disalahgunakan relatif renda dibandingkan dengan golongan III, yang 
bila disalahgunakan dapat mengakibatkan ketergantungan fisik atau mental 
yang relatif terbatas dibandingkan obat-obat golongan III. 
4. Golongan V: Obat-obat yang diterima untuk penggunaan medis dan 
mempunyai potensi yang rendah untuk disalahgunakan dibandingkan dengan 
obat dalam golongan IV dan bila disalahgunakan mengakibatkan 
ketergantungan fisik dan mental yang relatif terbatas daripada obat-obat 
golongan IV. 
Obat dapat digolongkan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu kegunaan obat, 
cara penggunaan obat, cara kerja obat, sumber obat, bentuk sediaan obat, serta proses 
fisiologis dan biokimia dalam tubuh dan menurut undang-undang. 
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1. Menurut Kegunaan Obat   
Penggolongan obat berdasarkan gunanya dalam tubuh yaitu :  
a. Untuk menyembuhkan (terapeutic); 
b. Untuk mencegah (prophylaciic); 
c. Untuk diagnosis (diagnostic).  
2. Menurut Cara Penggunaan Obat, obat digolongkan atas   
a. Medicamentum ad usum internum (pemakaian dalam) 
b. Medicamentum ad usum externum (pemakaian luar)46 
3. Menurut Cara Kerja Obat, penggolongan obat berdasarkancara kerjanya dalam 
tubuh, yaitu: 
a. Lokal : obat yang bekerja pada jaringan setempat 
b. Sistemik : obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh  
4. Menurut Undang-Undang  
Obat digolongkan dalam 5 golongan yaitu :  
a. Narkotika (obat bius atau daftar O = opium) merupakan obat yang diperlukan 
dalam bidang pengobatan dan IPTEK serta dapat menimbulkan ketergantungan 
dan ketagihan yang sangat merugikan masyarakat dan individu apabila digunakan 
tanpa pembatasan dan pengawasan dokter. 
b. Psikotropika (obat berahaya) merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, 
merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran/perasaan/kelakuan seseorang. 
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Syamsuni, Farmasetika Dasar dan Hitungan Farmasi, h. 48. 
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c. Obat keras (berbahaya) 
Adalah semua obat yang memiliki dosis maksimum atau yang tercantum 
dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah; diberi tanda khusus lingkaran 
bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf “K” yang menyentuh garis 
tepinya; semua obat baru, kecuali dinyatakan oleh pemerintah tidak berbahaya; semua 
sediaan parenteral/injeksi/infus intravena. 
d. Obat bebas terbatas 
Adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus 
aslinya dari produsen atau pabrik obat tersebut, kemudian diberi tanda lingkaran bulat 
berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan. 
e. Obat Bebas  
Obat bebas adalah obat yang dapat diperoleh atau dibeli secara bebas dan 
tidak membahayakan si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan, diberi tanda 
lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam.
47
 
5. Penggolongan obat berdasarkan sumbernya, dikelompokkan menjadi:  
a. Tumbuhan (flora atau nabati), contohnya, minyak jarak, kina, dan digitalis. 
b. Hewan (fauna atau hayati), contohnya, cera, adeps lanae, dan minyak ikan. 
c. Mineral (pertambangan); contohnya, sulfur, vaselin, parafin, garam dapur, iodkali. 
d. Sintesis (tiruan); contohnya, vitamin C dan kamper sintesis. 
e. Mikroba dan fungi/jamur, contohnya antibiotik dan penisilin. 
6. Penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan obat, dikelompokkan menjadi:  
a. Bentuk gas; contohnya, inhalasi, spraym aerosol. 
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b. Bentuk cair atau larutan; contohnya, lotio, dauche, infus intravena, injeksi, 
epithema, clysma, gargarisma, obat tetes, eliksir, sirop dan potio. 
c. Bentung setengah padat; misalnya salep mata (occulenta), gel, cerata, pasta, krim, 
salep (unguetum).  
d. Bentuk padat; contohnya, supositoria, kapsul, pil, tablet, dan serbuk. 
7. Menurut proses fisiologis dan biokimia dalam tubuh, obat digolongkan 
menjadi: 
a. Obat farmakodinamik adalah obat yang bekerja terhadap inang dengan jalan 
mempercepat atau memperlambat proses fisiologis atau fungsi biokimia dalam 
tubuh contohnya hormon, diuretik, hipnotik, dan obat otonom. 
b. Obat diagnostic adalah obat yang membantu dalam mendiagnosis (mengenali 
penyakit), misalnya barium sulfat untuk membantu diagnosis pada saluran 
lambung-usus, serta natriummiopanoat dan asam iod organik lainnya untuk 
membantu diagnosis pada saluran empedu. 
c. Obat kemoterapeutik  obat yang dapat membunuh parasit dan kuman di dalam 
tubuh inang. Obat ini hendaknya memiliki kegiatan farmakodinamik yang sekecil-
kecilnya terhadap organisme inang dan berkhasiat untuk melawan sebanyak 
mungkin parasit (cacing protozoa) dan mikroorganisme (bakteri, virus). Obat-obat 
neoplasma (onkolitika, sitostika, atau obat kanker) juga dianggap termasuk 
golongan ini.
48
 
Karakteristik Obat Berbahaya 
Obat-obat yang dapat merupakan bahaya (risiko dalam pekerjaan, mencakup 
setiap yang menunjukkan karakteristik berikut : 
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1. Genotoksisitas (yaitu, mutagenisitas dan klastogenisitas dalam sistem uji jangka 
pendek). 
Genotoksik : Merusak  DNA (deoxyribonucleic acid), berkaitan dengan zat-zat 
(radiasi atau bahan kimia) yang diketahui merusak DNA, dengan demikian 
mengakibatkan mutasi atau kanker. 
Mutagen (isitas), banah kimia atau fisik yang mengimbas dan meningkatkan 
mutasi genetik, dengan menyebabkan perubahan dalam DNA. 
Klastogenik : Mengadakan peningkatan pada atau mengimbas gangguan atau 
kerusakan kromosom. 
2. Karsinogenisitas dalam model binatang dalam populasi pasien atau keduanya. 
3. Teratogenisitas atau kerusakan kesuburan dalam penelitian binatang atau pasien 
yang diobati. 
4. Bukti dari toksisitas organ yang serius atau toksisitas lain pada dosis rendah 
dalam model binatang atau pasien yang diobati.
49
 
Bahan Kimia Berbahaya Pada Kosmetik : 
1. Soda api (NaOH) 
2. Merkuri 
3. Hidrokinon 
4. Metanil Yellow 
5. Spritus 
6. Asam Metanoat
50
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Charles J.P. Siregar dan Endang Kumolosasi, Farmasi Klinik: Teori dan Penerapan 
(Jakarta: EGC, 2005), h. 420-421. 
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Syamsidar HS, Bahan Kimia Berbahaya Pada Makanan, Minuman dan Kosmetik 
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E. Pengobatan Dalam Islam 
Tidak seorangpun manusia yang pernah hidup di dunia ini yang tidak pernah 
mengalami sakit dan sehat. Oleh karena itu rasulullah saw. Menyuruh kita berobat 
ketika sakit. Hal tersebut sesuai dengan sabda rasulullah saw. Yang artinya : 
 “Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit melainkan ia turunkan 
baginya penawar, yang diketahui oleh orang yang pintar dan tidak diketahui 
oleh orang yang bodoh.” (H.R. Ahmad).51 
Ini berarti bahwa berobat bagi orang yang sakit itu hukumnya wajib, sebab 
berdiam diri tanpa usaha berarti menjerumuskan diri kedalam kebinasaan dan 
penderitaan.
52
 Hal mana yang dilarang didalam ajaran Islam. Allah berfirman dalam 
QS Al-baqarah/2:195 
 . . .  َ  ًن إَۡى  كي  ذۡي أ بَْاى مۡه تَ  لْ  و َة ك هۡهَّتنٱ َ.َ.َ.َ٥٠١َ 
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan 
sendiri.
53
 
Setiap muslim yang sakit wajib berobat. Namun tidak semua pengobatan itu 
diizinkan dalam pandangan Agama Islam. Inprinsip yang dilarang dalam Islam adalah 
sebagai berikut : 
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Hasan, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama (Bandung: CV Diponegoro, 1974), 
h. 297. 
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Zainuddin Sialla, Islam dan Pengobatan (Ujung Pandang: Bidang Penerangan Agama Islam 
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1. Pengobatan terhadap penyakit fisik yang dilaksanakan menurut tuntutan dan 
petunjuk medis (ilmu kedokteran) maupun pengobatan tradisional yang rasional 
pada dasarnya dibenarkan bahkan diwajibkan. Yang dilarang ialah : 
a. Obat yang dimakan/diminum yang zatnya dilarang untuk dimakan atau diminum, 
seperti minuman keras (khamar), babi, dan lain  sebagainya. 
b. Selain dari pada itu pengobatan yang menyangkut dengan masalah aurat, di dalam 
syariat Islam mempunyai ketentuan-ketentuan sebagai berikut : “tidak halal bagi 
laki-laki memandang apalagi menyentuh aurat wanita baligh yang bukan 
muhrimnya, dan begitu sebaliknya”. 
2. Mengobati penyakit yang kemungkinan penyebabnya oleh gangguan mental 
sangat sulit mengobatinya. Dikalangan masyarakat juga dikenal pengobatan 
yang sifatnya non medis, kebatinan, perdukunan dan yang sejenisnya dengan 
itu. Hal tersebut sangat perlu mendapat perhatian karena pengobatan dengan 
cara tersebut sukar sekali menarik garis pemisah antara pengobatan yang 
bersifat doa yang dibenarkan oleh ajaran Islam dengan pengobatan yang 
bersifat kedukunan, mantera, syirik, sihir, takhayul, khurafat, bertangkal dan 
lain-lain yang dilarang dalam Islam.
54
 
F. Istilah Peredaran Obat 
Pada Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan 
farmasi dan alat kesehatan pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa peredaran adalah 
setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan 
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farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau 
pemindahtanganan.
55
 
Dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan 
Makanan No. 27 tahun 2013 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke 
dalam Wilayah Indonesia disebutkan bahwa, izin edar  adalah bentuk persetujuan 
pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat 
dan Makanan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.
56
 
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
1120/Menkes/PER/XII/2008 tentang registrasi obat Pasal 4, Obat yang memiliki izin 
edar harus memenuhi kriteria berikut: 
1. Khasiat yang meyakinkan dan keamanan yang memadai dibuktikan melalui 
percobaan hewan dan uji klinis atau bukti-bukti lain sesuai dengan status 
perkembangan ilmu pengetahuan yang bersangkutan;   
2. Mutu yang memenuhi syarat yang dinilai dari proses produksi sesuai Cara 
Pembuatan Obat Yang Baik (CPOB), spesifikasi dan metoda pengujian 
terhadap semua bahan yang digunakan serta produk jadi dengan bukti yang 
sahih; 
3. Penandaan berisi informasi yang lengkap dan obyektif yang dapat menjamin 
penggunaan obat secara tepat, rasional dan aman; 
4. Sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. 
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5. Kriteria lain adalah khusus untuk psikotropika harus memiliki keunggulan 
kemanfaatan dan kaamanan dibandingkan dengan obat standar dan obat yang 
telah disetujui beredar di Indonesia untuk indikasi yang diklaim. 
6. Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnya yang 
akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.
57
 
Peredaran obat tidak hanya terbatas di Rumah sakit atau di Apotek akan tetapi 
obat juga dapat diperoleh di toko obat (peredaran eceran obat). Setiap pedagang 
eceran obat wajib memiliki izin dan wajib mempekerjakan seorang asisten apoteker 
sebagai penanggung jawab teknis farmasi. Pemberian izin pedagang eceran obat 
dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat.  
Setiap pemberian izin perdagangan eceran obat, Kepala Dinas Kesehatan 
kabupaten/kota harus menyampaikan tembusan kepada Menteri, Kepala Dinas 
Kesehatan provinsi serta Kepala Balai POM setempat.
58
 
Dalam Pasal 7 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
1331/Menkes/SK/X/2002 tentang pedagang eceran obat menyatakan bahwa 
permohonan izin perdagangan eceran obat harus diajukan secara tertulis dengan 
disertai :
59
 
1. Alamat dan denah tempat usaha 
2. Nama dan alamat pemohon 
3. Nama dan alamat asisten apoteker 
4. Fotokopi ijazah dan surat izin kerja asisten apoteker 
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5. Surat pernyataan kesediaan bekerja asisten apoteker sebagai penanggung jawab 
teknis. 
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif, menurut Creswell (1998), 
penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-
kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada 
situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha 
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang
60
 
untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai 
fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.
61
 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian di Kabupaten Sinjai. Alasan dipilihnya Kabupaten Sinjai 
sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Sinjai sebagai salah satu 
Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu tempat 
beredarnya obat-obatan yang tidak memiliki izin edar di masyarakat. 
Mengingat masifnya peredaran obat-obatan yang tidak memilki izin edar di 
kabupaten Sinjai, sehingga penulis terdorong untuk menelitinya.  
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang di 
pergunakan peneliti dalam menganalisis sasarannya atau dalam ungkapan lain 
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Kencana, 2011), h.34 
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pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang 
diteliti sesuai dengan logika ilmu itu.
62
 Adapun pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah sebagai berikut : 
1. Pendekatan Syar‟i 
Pendekatan syar‟i yaitu pendekatan dengan menggunakan ilmu syariah yang 
berkaitan dengan tindak pidana mengedarkan obat-obatan yang tidak memiliki 
izin edar dan penyalahgunaan obat-obatan farmasi yang dapat digunakan 
sebagai acuan pembahasan. 
2. Pendekatan Yuridis Normatif 
Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum 
kepustakaan.
63
  
C. Sumber Data 
Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data 
primer dan sumber data sekuder, adapun sumber data yang digunakan akan dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Data Primer 
Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian, adapun 
yang menjadi data primer adalah hasil wawancara, dokumentasi dan 
observasi. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah informan bagi sumber 
data lapangan. 
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Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang 
informan yang terdiri dari Pegawai Dinas Kesehatan 1 orang, Polres 1 orang, 
tokoh masyarakat/agama 3 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 
berikut ini. 
Tabel I 
Tentang Informan 
NO NAMA/INSTANSI INFORMAN KET 
1 Instansi Dinas Kesehatan 1   
2 Kepolisian Resort Sinjai 1   
3 Tokoh Masyarakat/agama 3   
4 Pengguna 4   
JUMLAH  9  
2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang menjadi rujukan kedua dari penelitian, 
adapun data sekunder tersebut ialah studi kepustakaan seperti buku-buku atau 
sumber bacaan lain yang relevan dengan penelitian. 
D. Metode Pengumpulan Data 
1. Observasi 
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara 
langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.
64
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2. Wawancara 
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden 
dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (Panduan 
Wawancara).
65
 
3. Dokumentasi 
Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan 
harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.
66
 
4. Studi Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara 
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan 
yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan 
menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-
literatur mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang 
terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya. 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan 
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi 
penelitian.”67 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut: 
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1. Penelitian sebagai instrumen utama 
2. Pedoman wawancara 
3. Handphone/camera untuk dokumentasi 
4. Alat tulis 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
1. Teknik Pengolahan Data 
a. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan 
yang akan dibahas. 
b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai 
kelengkapannya serta kejelasan. 
c. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar 
memudahkan dalam mendeskripsikannya. 
d. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil 
penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan. 
2. Teknik Analisis Data 
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara 
analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan 
dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam 
bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan 
yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
TINDAK PIDANA MENGEDARKAN OBAT-OBATAN FARMASI YANG 
TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI KABUPATEN SINJAI  
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis Kabupaten Sinjai 
Kabupaten Sinjai adalah salah satu dari 24 kabupaten atau kota dalam wilayah 
Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak di pantai timur bagian selatan jazirah 
Sulawesi Selatan yang berjarak lebih kurang 223 km dari kota Makassar (ibu kota 
Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sinjai yang memiliki luas 819,96 km
2 
 terdiri 
dari 9 kecamatan defentif dengan jumlah Desa sebanyak 67 dan 13 kelurahan. 
Secara geografis Kabupaten Sinjai terletak antara 5
02‟56” sampai 5021‟16” 
lintang Selatan dan antara 119
056‟30” sampai 120025‟33” Bujur Timur. Sedangkan 
batas daerah Kabupaten Sinjai terdiri atas sebelah utara, timur, selatan, dan barat : 
a. Sebelah utara : Kabupaten Bone 
b. Sebelah timur : Teluk Bone  
c. Sebelah selatan : Kabupaten Bulukumba 
d. Sebelah barat : Kabupaten Gowa 
Secara morfologi, daerah Kabupaten Sinjai lebih dari 55,5% terdiri dari 
daerah dataran tinggi (100-500 meter dari permukaan laut). Secara klimatologi 
terletak pada pososo iklim musim timur dimana bulan basah jatuh antara  bulan April 
sampai Oktober dan bulan kering antara Oktober sampai April. 
Secara ekonomi, daerah ini memiliki letak strategis karena memiliki dua jalur 
perhubungan, yaitu darat dan laut. Jalur  darat menghubungkan kota-kota kabupaten 
43 
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atau kota propinsi yang menjadi pusat kegiatan ekonomi. Sedangkan jalur laut 
digunakan untuk hubungan antar daerah di luar propinsi Sulawesi Selatan. 
Luas wilayah Kabupaten Sinjai adalah 819,96 km
2
 (81.996 Ha), secara 
administrasi pemerintahan Kabupaten Sinjai terbagi menjadi 9 Kecamatan definitif 
yaitu : kecamatan Sinjai Barat dengan luas wilayah 135,53 km
2
, kecamatan Sinjai 
Borong dengan luas wilayah 66,97 km
2
, kecamatan Sinjai Selatan dengan luas 
wilayah 131,99 km
2
, kecamatan Tellulimpoe dengan luas wilayah 147,30 km
2
, 
kecamatan Sinjai Timur dengan luas wilayah 71,88 km
2
, kecamatan Sinjai Tengah 
dengan luas wilayah 129,70 km
2
, kecamatan sinjai Utara dengan luas wilayah 29,57 
km
2
, kecamatan Bulupoddo dengan luas wilayah 99,47 km
2
, dan kecamatan Pulau 
Sembilan dengan luas wilayah 7,55 km
2
.
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2. Demografis Kabupaten Sinjai 
Masalah kependudukan merupakan salah satu unsur penting bagi 
pembangunan karena penduduk sebagai subjek dan sekaligus objek (sasaran) 
pembangunan. Penduduk dengan jumlah yang besar merupakan asset pembangunan 
dilain pihak jumlah penduduk yang besar tanpa didukung dengan kualitas yang 
memadai akan menjadi beban pembangunan untuk mengatasi masalah tersebut di 
tempuh berbagai kebijakan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk melalui 
program keluarga berencana (KB). 
Jumlah penduduk Kabupaten Sinjai adalah sebesar 239.689 jiwa dengan laju 
pertumbuhan penduduk 4,40% selama enam tahun terakhir, terdiri dari 115.962 jiwa 
penduduk laki-laki dan 123.727 jiwa penduduk perempuan. Dengan presentase 52% 
penduduk perempuan dan 48% penduduk laki-laki. 
                                                 
68
Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, Sinjai Dalam Angka, Tahun 2017. 
45 
 
 
Tabel 2 
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Sinjai 
No.  Kecamatan 
Luas (km
2
) Penduduk Kepadatan 
Penduduk 
1. 
Sinjai Barat 135,53 24.089 178 
2. 
Sinjai Borong 66,97 16.106 240 
3. 
Sinjai Selatan 131,99 38.741 294 
4. 
Tellulimpoe 147,30 33.054 224 
5. 
Sinjai Timur 71,88 30.550 425 
6. 
Sinjai Tengah 129,70 26.994 208 
7. 
Sinjai Utara 29,57 46.637 1577 
8. 
Bulupoddo 99,47 15.947 160 
9. 
Pulau Sembilan 7,55 7.571 1003 
Jumlah 819,96 239.689 292 
Sumber Badan Pusat Statistik kabupaten Sinjai 
Kepadatan penduduk kabupaten Sinjai adalah 292 jiwa per km
2
. Kecamatan 
Sinjai Utara merupakan daerah yang memiliki kepadatan terbesar yaitu 1.577 jiwa per 
km
2. 
Dari perbandingan antara golongan umur dan jenis kelamin terlihat bahwa, 
penduduk untuk golongan umur 05-09 tahun adalah yang paling banyak jumlahnya, 
baik untuk jenis kelamin perempuan maupun laki-laki. 
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Mayoritas penduduk Kabupaten Sinjai beragama Islam, berikut rinciannya : 
penduduk Kabupaten Sinjai yang beragama Islam berjumlah 239.417 jiwa, beragama 
kristen 138 jiwa, beragama Hindu sebanyak 26 jiwa, beragama Budha 16 jiwa, dan 
yang beragama Khatolik sebanyak 92 jiwa. 
Jumlah Pegawai Negeri Sipil termasuk tenaga fungsional guru menurut Badan 
Kepegawaian Daerah Kabupaten Sinjai tercatat sebanyak 5.648 orang dengan rincian 
2.482 laki-laki dan 3.166 perempuan.
69
 
B. Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan 
Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Kabupaten Sinjai 
Dalam upaya untuk menerapkan hukum terhadap peredaran obat-obatan 
farmasi yang tidak memiliki izin edar di Kabupaten SinjaiKepolisian sebagai salah 
satu penegak hukum melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran dan 
penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan farmasi, salah satu  upaya yang dilakukan 
ialah  melakukan penyelidikan di tengah masyarakat guna mencari informasi apakah 
betul di daerah yang dicurigai tersebut terjadi peredaran obat-obatan terlarang dan 
obat-obatan yang tidak memiliki izin edar. 
Personel Satuan Reserse Narkoba kabupaten Sinjai dalam melakukan 
penyelidikan tetap berkordinasi dengan masyarakat untuk mencari informasi dimana 
keberadaan obat yang diperjual belikan secara ilegal. Terlebih lagi apabila ada 
masyarakat yang melaporkan atau menyampaikan ke pihak kepolisian bahwa di 
daerah tersebut biasa terjadi transaksi atau jual beli narkoba dan obat-obatan 
terlarang. Dengan informasi itu kita kembangkan, kita adakan penyelidikan untuk 
mengetahui apakah benar bahwa di daerah tersebut terjadi perdagangan narkoba atau 
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obat-obat yang tidak memiliki izin edar. Dan apa bila setelah kita melakukan 
penyelidikan dikemudian hari kita temukan memang ada obat terlarang atau yang 
tidak berizin dijual tentu kita mengambil tindakan selanjutnya yaitu penangkapan, 
menyita barang bukti, lalu kita proses sesuai dengan hukum.
70
 
Upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian berdasarkan informasi 
yang diterima ialah : 
1. Pengintaian dan penyamaran 
Pengintaian dilakukan oleh anggota Resnarkoba Polres Sinjai di tempat yang 
diduga digunakan sebagai tempat transaksi peredaran obat-obat ilegal. Pengintaian 
dan penyamaran dimaksudkan untuk mencari pengedar obat-obatan ilegal. Setelah 
mendapatkan informasi yang jelas dan dengan adanya bukti yang cukup, maka akan 
dilanjutkan ke tahap berikutnya. 
2. Penyelidikan 
3. Penyidikan 
Penyidikan dilakukan untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti. 
4. Penangkapan 
5. Penahanan71 
Dalam upaya menanggulangi peredaran obat-obatan farmasi yang tidak 
memiliki izin edar Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai rutin melakukan pengawasan 
dan pemeriksaan di semua apotik dan toko obat yang terdapat di kabupaten Sinjai. 
Menurut Hikmawati, pegawai Dinas Kesehatan apabila saat melakukan 
pemeriksaan di apotik dan toko obat ditemukan obat yang tidak memiliki izin edar 
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maka pihak dinas kesehatan akan mengamankan dan melakukan pembinaan. Namun, 
saat kami melakukan pemeriksaan biasanya obat-obat yang kita tarik itu obat-obat 
yang dicabut atau ditarik izinnya. Seperti yang baru-baru ini Albotile ditarik izinnya 
karena lebih banyak efek sampingnya daripada manfaatnya. Dan apabila saat kita 
turun ke lapangan melakukan pengawasan dan ditemukan, maka kita amankan dan 
jika dalam waktu 1-3 bulan masih tetap dijual dan apabila mereka tidak ada usaha 
untuk dikembalikan kepada penyalur maka kita sita dan saat kita turun kembali untuk 
memeriksa dan masih didapati lagi maka kami akan melaporkan ke kepolisian.
72
 
Dalam menangani peredaran obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin 
edar Dinas Kesehatan hanya berperan memberikan pembinaan karena Dinas 
Kesehatan hanya melakukan pengawasan pada pihak-pihak swasta, Dinas Kesehatan 
tidak mungkin bisa memeriksa semua rumah-rumah untuk mengetahui ada tidaknya 
perdagangan obat-obatan yang tidak memiliki izin edar hal ini dikarenakan belum 
adanya tim khusus atau penyidik PNS untuk melakukan penyelidikan.
73
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Tabel 3 
Temuan Kasus Tindak Pidana Mengedarkan Obat-obatan Farmasi Yang Tidak 
Memiliki Izin Edar di Kabupaten Sinjai 
No. Waktu dan 
No.Laporan 
TKP Langgar 
Pasal 
Barang Bukti Tersangka 
1. 
Mei 2017 Jalan 
Bulu 
Bicara, 
Kel. 
Bongki, 
Kec. 
Sinjai 
Utara 
Pasal 197 
UU No. 36 
Tahun 
2009 
tentang 
Kesehatan 
1 (satu) buah 
kaleng rokok 
gudang garam 
berwarna hitam 
yang berisi 20 butir 
obat Excimer, satu 
(1) buah kaleng 
tempat rokok Mild 
jarum super 
berwarna hitam 
yang berisi 66 butir 
obat tramadol. 
Rahmat 
Hidayat Bin 
Harsono 
2. 
Juni 2017 Jalan 
Anggrek 
Pasal 197 
UU No. 36 
Tahun 
2009 
tentang 
Kesehatan 
1 (satu) buah kotak 
Gingseng kianpi Pil 
berisi 80 butir obat 
Excimer 
Muh. Ansar 
3. 
Juli 2017 Jalan Pasal 197 514 butir jenis Rahmat 
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Gurita, 
Lappa 
UU No. 36 
Tahun 
2009 
tentang 
Kesehatan 
tramadol, 192 
plastic 
pembungkus 
4. 
September 
2017 
Nomor Polisi 
: LP-
A/30/X/2017
/Res 
Narkoba 
Lapanga
n Sinjai 
Bersatu 
Pasal 197 
UU No. 36 
Tahun 
2009 
tentang 
Kesehatan 
5 sachet berisi 50 
butir obat merk 
Tramadol, 1 sachet 
berisi 3 butir obat 
merk tramadol, 1 
sachet plastik berisi 
30 butir obat merk 
tramadol 
Faisal 
5. 
September 
2017 
Nomor 
Polisi: LP-
A/27/IX/201
7/Res 
Narkoba 
Jalan 
Baso 
Kalaka 
Pasal 197 
UU No. 36 
Tahun 
2009 
tentang 
Kesehatan 
4 sachet obat berisi 
10 butir tanpa merk 
polos), 1 sachet 
obat berisi 9 butir 
tanpa merk (polos), 
1 sachet obat berisi 
7 butir obat tanpa 
merk (polos), 15 
kotak kemasan obat 
hexymher dan 12 
kemasan kaleng 
Teguh 
Anugrawan 
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plastik kosong jenis 
Hexymer, 57 buah 
plastik sachet kecil 
bening kosong 
6. 
November 
2017 
Nomor 
Polisi: LP-
A/25/VII/20
17/Resnarko
ba 
Jalan 
Amanag
appa, 
Lappa 
Pasal 196 
dan Pasal 
197 UU 
No. 36 
Tahun 
2009 
tentang 
Kesehatan 
1 buah kaleng 
plastik warna hijau 
berisi 396 butir 
tramadol, 1 buah 
kaleng plastik 
warna putih berisi 
5 sachet besar 
berisi 200 butir 
obat tramadol dan 
7 sachet kecil berisi 
70 butir obat 
tramadol, 1 sachet 
berisi 77 butir obat 
eximer, 3 sachet 
berisi 150 butir 
obat eximer, 1 
sachet berisi 13 
butir obat eximer, 
42 plastik 
pembungkus, uang 
Ahmad alias 
opus bin H. 
Irwan dan 
Sulfahmi bin 
H. Solling 
alias Fahmi 
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tunai sebanyak Rp. 
10.000 hasil 
penjualan obat 
eximer 
7. 
Maret 2018 Jalan 
Petta 
Ponggaw
ae 
Pasal 197 
UU No. 36 
Tahun 
2009 
tentang 
Kesehatan 
500 butir obat jenis 
Thd 
 
Sumber  Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Sinjai 
 
Dalam upaya Kepolisian untuk menanggulangi dan memberantas peredaran 
dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat farmasi mengalami hambatan, yaitu 
ketertutupan masyarakat, masyarakat enggan untuk melaporkan atau menyampaikan 
kepada pihak Kepolisian walaupun mereka mengetahui adanya perdagangan obat-
obatan farmasi secara ilegal, kurang kooperatifnya masyarakat kepada kepolisian 
dapat memperlambat pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan. Kepolisian 
berharap masyarakat mau membantu minimal dengan memberikan informasi apabila 
mereka mengetahui karena pada pengedar dan penjual obat-obatan berbahaya dan 
yang tidak memiliki izin edar tersebut sangat terselubung dan rahasia. 
Berdasarkan data dari kepolisian, para pelaku dikenakan Pasal 196 dan Pasal 
197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Undang-undang 
Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 196 : 
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau 
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persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana paling 
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”74 
Pasal 197: 
“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan 
farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling 
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu 
miliar lima ratus rupiah).”75 
Perbuatan para pelaku pengedaran obat-obatan farmasi yang tidak memiliki 
izin edar tersebut telah bertentangan atau melanggar Undang-undang Nomor 36 tahun 
2009 tentang kesehatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh para 
pelakukarena para pelaku menjual obat-obatan farmasi tanpa hak dari yang 
berwenang dan tanpa keahlian. Hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan 
dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang 
menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui 
pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan 
untuk melakukan upaya kesehatan. Sebagaimana disebutkan dalam undang-undang 
No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 108 ayat (1) : 
Pasal 98 ayat (2)  
“setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang 
mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat 
dan bahan yang berkhasiat obat.”76 
Pasal 108 ayat (1) 
“Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu 
sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusuan 
obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta 
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pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh 
tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.”77 
Dan berdasarkan barang bukti yang disita oleh kepolisian saat dilakukan 
penangkapan perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku jelas melanggar Pasal 197 
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan karena para pelaku 
mengedarkan dan menjual obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar. 
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang No. 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan : 
“Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat 
izin edar.”78 
Penerapan hukum dalam kasus peredaran obat-obatan farmasi yang tidak 
memiliki izin edar belum maksimal, karena masih adanya obat-obatan yang tidak 
memiliki izin edar yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut terjadi 
karena pihak kepolisian dalam melaksanakan tugasnya menanggulangi dan 
memberantas peredaran obat-obatan ilegal menghadapi hambatan atau kendala yaitu 
kurangnya informasi yang didapat dari masyarakat. Kurangnya informasi kepolisian 
mengenai peredaran obat-obatan ilegal tersebut menghambat kepolisian dalam 
memberantas peredaran obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar karena 
para pelaku pengedaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar mengedarkan obat-
obatan secara rahasia dan sangat tertutup serta rapi sehingga sulit untuk diketahui 
atau ditemukan tanpa adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat. 
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C. Dampak Peredaran Obat-obatan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar dan 
Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi 
Adanya peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar dan 
penyalahgunaan obat-obat farmasi memberi dampak sosial yaitu meresahkan 
masyarakat dan mempengaruhi genererasi penerus bangsa karena jenis-jenis obat 
yang diperjual belikan secara ilegal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya saraf 
bahkan dapat mengakibatkan kematian.
79
 
Salah satu jenis obat yang disita oleh kepolisian yaitu obat merek tramadol. 
Obat tramadol sendiri sebenarnya berfungsi sebagai penghilang rasa sakit dan 
merupakan obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter. Namun obat 
tramadol disalahgunakan oleh beberapa orang, ada pedagang-pedagang nakal yang 
memperjual belikannya secara ilegal. Efek  yang akan dirasakan oleh orang yang 
menyalahgunakan obat tramadol akan merasa tidak sadarkan diri, merasa seperti 
melayang karena konsentrasi dan keseimbangannya terganggu.
80
 
Tramadol adalah obat yang berfungsi untuk membantu mengurangi rasa sakit 
yang sedang hingga cukup parah. Efeknya mirip dengan analgesik narkotika. Obat ini 
bekerja di sistem saraf untuk mengubah bagaimana tubuh Anda merasakan dan 
merespon rasa sakit.Penggunaan obat tramadol biasanya diberikan pada pasien 
kanker, pasien yang sudah menjalani operasi, untuk mengatasi nyeri saraf, luka atau 
sakit akibat kecelakaan,  patah tulang, dan lain-lain.Obat tramadol ini menjadi 
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alternatif bagi orang-orang yang ingin merasakan sensasi teler, enteng, dan efeknya 
mirip seperti kondisi orang mabuk alkohol. 
81
 
Seseorang yang kecanduan dengan obat tramadol biasanya akan memilki 
ketergantungan fisik yang berbahaya. Pecandu cenderung akan terus menerus 
mengonsumsi obat tersebut untuk menghilangkan rasa nyeri dan sakit yang 
diderita.Penggunaan tramadol selain mengakibatkan kecanduan biasanya juga akan 
menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, sembelit, pusing, rasa kantuk dan 
sakit kepala yang bisa terjadi kapan saja selama masih mengonsumsi obat-obatan 
tersebut. Lalu hal yang paling parahnya, kecanduan tramadol bisa menyebabkan 
kematian dan penurunan fungsi otak.
82
 
Dampak yang ditimbulkan bagi yang mengkonsumsi obat-obatan tersebut 
hanya menghilangkan pikiran sesaat saja. Saat dibawah pengaruh obat mereka tidak 
merasakan apapun, mereka tidak sadar dengan apa saja yang mereka lakukan. Jenis 
obat tramadol dan eximer sering disalahgunakan oleh anak-anak remaja. Di kalangan 
anak-anak remaja mereka menyebut obat eximer dengan nama obat anjing gila karena 
efeknya yang membuat mereka seperti kehilangan akal dan seperti melayang. Awal 
mula anak-anak remaja mengkonsumsi obat-obatan tersebut biasanya karena 
pengaruh teman sepergaulannya. Lalu setelah mereka coba-coba mereka menjadi 
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ketagihan dan akhirnya terus mengkonsumsinya. Para pengguna obat-obatan tersebut 
karena harganya yang lebih murah dibandingkan narkoba dan sejenisnya.
83
 
Obat-obat yang golongan G (obat keras) yang dikonsumsi tanpa resep dokter, 
dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan rusaknya saraf dan organ 
tubuh serta ketergantungan, apalagi jika dikonsumsi melebihi dosis maka dapat 
menyebabkan OD bahkan kematian. Obat jenis tramadol tidak boleh dikonsumsi 
bersamaan dengan obat-obatan yang juga mengandung tramadol karena dapat 
menyebabkan Overdosis. Seperti yang terjadi di kendari, puluhan remaja berperilaku 
seperti orang gila karena mereka mengkonsumsi obat tramadol bersamaan dengan 
beberapa obat yang sejenis.
84
 
Ketika mengalami kecanduan tramadol, segera hubungi dokter. Pasalnya, 
mengatasi gangguan penggunaan zat apapun memerlukan rencana dan tindakan 
tertentu untuk memperhitungkan komplikasi yang mungkin timbul selama proses 
pemulihan.Hal ini akan sangat sulit dilakukan oleh diri sendiri. Ada baiknya 
mendaftar bantuan program perawatan kecanduan (rehabilitasi) di rumah sakit atau 
lembaga kesehatan lainnya yang dapat membantu proses pemulihan agar aman dan 
berhasil.
85
 
Menyalahgunakan obat-obatan farmasi memberi dampak yang sangat buruk 
bagi kesehatan pengguna. Adanya peredaran obat-obatan farmasi yang tidak memiliki 
izin edar memberi dampak yaitu meresahkan masyarakat, terutama orang tua karena 
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mereka takut jika anak mereka terjerumus dalam hal tersebut. Peredaran obat-obatan 
berbahaya sangat merusak generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa. 
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Peredaran Obat-obatan Farmasi Yang 
Tidak Memiliki Izin Edar dan Penyalahgunaan Obat-obatan Farmasi 
Dalam Islam tidak mengatur secara khusus mengenai hukum menjual barang 
yang ilegal atau tidak berizin. Masalah barang ilegal itu diatur dalam hukum negara, 
dan dalam Islam hanya mengatur untuk menaati pemimpin. Jadi ketika itu ketetapan 
dari pemimpin negara  selama tidak melanggar syariat dan untuk kemaslahatan maka 
harus ditaati.
86
 
Islam tidak mengatur secara  khusus hukum terhadap orang-orang yang 
menjual dan mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar atau barang ilegal. 
Yang dilihat ialah dari segi unsur dan dzat barang yang diperdagangkan tersebut 
apakah halal atau haram.
87
 
Allah berfirman dalam surah Al-Maidah (5):90 
َ  م  ً  عَ ٍۡ ِّيَٞظۡج سَ  ى
ٰ نۡص ۡلۡٱ  وَ  با  ص  َۡلۡٱ  وَ  ش  سۡي  ً ۡنٱ  وَ  ش ًۡ  خۡنٱَا  ً َّ  َإَ ْا َٰٓى ُ  يا  ءَ  ٍ ي  زَّنٱَا ه ي أ
َٰٓ ٰ ي
ََّشنٱَ  ٌ ى  ح هۡف تَۡى  كَّه  ع ن  َِى ب  ُتۡجٲ فَ  ٍ
ٰ طۡي٠٩َ 
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan.
88
 
Dalam mengkonsumsi sesuatu masyarakat haruslah cermat dan mencari tahu 
makanan maupun obat yang di konsumsi tersebut bersumber dari bahan dan zat yang 
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halal atau haram. Dalam kaitan terhadap obat-obat yang tidak memiliki izin edar yang 
mana kandungan zat dalam obat tersebut belum jelas apakah halal atau haram. 
Sehingga masyarakat sebaiknya tidak menggunakan obat-obatan tersebut. Sesuai 
dengan sabda Rasulullah saw. 
 ََّنُّثلما ُنْب ُد َّمَحُم َِنِج َّدَح ُُ ْْ ِ ََ  ، ِّ ِِ ْْ ََّّما ِن َ  ، ،ن ْْ َ  ِنْبا ِن َ  ، ،ٍَِّّد  ِِ َب  ُنْبا  ََيج َّدَح ، 
 ُنْب َُِّلِ   ََيج َّدَحو ، َ
َّلََّسَو ِه َْ َ َل  ُالله َّلََّص َّ ِِ َّيما ُُ ْْ ِ ََ  ، ُهْي َ  ُ َّللَّا َِضَِر ،يرََِّب َنْب َن َم ْْ ُّيما ِد ْْ َ  
 َح ، ََةْنُ ََ َُ  ُنْبا  ََيج َّدَح ، ِ َّللَّا :َل َق ، ،يرََِّب َنْب َن َم ْْ ُّيما ُُ ْْ ِ ََ  :َل َق ، ِّ ِِ ْْ ََّّما ِنَ  ، َةَوَْرف ُْبَب   ََيج َّد
 ، ََةْنُ ََ َُ  ُنْبا  ََيج َّدَح ، ،د َّمَحُم ُنْب ِ َّللَّا ُد ْْ َ   ََيج َّدَحو ، َ َّلََّسَو ِه َْ َ َل  ُالله َّلََّص َّ ِِ َّيما ُُ ْْ ِ ََ ِِ َب  ْن َ
 ْْ ََّّما ُُ ْْ ِ ََ  ، َةَوَْرف ُالله َّلََّص ِّ ِِ َّيما ِن َ  ،  َُمْنْ َ  ُ َّللَّا َِضَِر ،يرََِّب َنْب َن َم ْْ ُّيما ُُ ْْ ِ ََ  ، َّ ِِ
 ِن َ  ، ِّ ِِ ْْ ََّّما ِن َ  ، َةَوَْرف ِِ َب  ْن َ  ، ُن َِْفُس َنَ ََبَْخَب  ، ،ِيرثَك ُنْب ُد َّمَحُم  ََيج َّدَح ، َ َّلََّسَو ِه َْ َ َل
 ُ َّللَّا َِضَِر ،يرََِّب ِنْب ِن َم ْْ ُّيما : َ َّلََّسَو ِه َْ َ َل  ُالله َّلََّص ُّ ِِ َّيما َل َق :َل َق ، ُهْي َ  §« ن َِّيب ُلََلالحا ، 
 ََبتْسا  َمِم َنَكَ ، ِْثْ
ِ
لإا َنِم ِه َْ َ َل  َه ِّْ ُ ش  َم َكََرت ْنََمف ، نَةَِبِتَُّْم نرُْمَُ   َُمَْنَُْبَو ، ن َِّيب ُماََرلحاَو َن 
 َم ََلَّ  َب ََتَْجا ِنَمَو ، َكَرْتَب ىَِحِ ِصِ َْ َ لماَو ، َن ََبتْسا  َم َعِقا َْ ُ ً ْنَب  َكَشْوَب  ، ِْثْ
ِ
لإا َنِم ِهِِف ُّكٌََُّ  
 ُه َْ ِقا َْ ُ ً ْنَب  ُكِشًُْ ىَمِلحا َل ْْ َح َْعتَْرٍ ْنَم ِ َّللَّا» 
Artinya : 
(2051) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah 
menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adiy dari Ibnu 'Aun dari Asy-Sa'biy aku 
mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma aku mendengar Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula, telah menceritakan kepada 
kami 'Ali bin 'Abdullah telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah telah 
menceritakan kepada kami Abu Farwah dari Asy-Sa'biy berkata, aku 
mendengar An-Nu'man bin Basyir telah menceritakan kepada kami berkata, aku 
mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan diriwayatkan pula 'Abdullah 
bin Muhammad dari Ibnu 'Uyainah dari Abu Farwah aku mendengar Asy-
Sa'biy aku mendengar An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhuma dari Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 
Katsir telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Abu Farwah dari Asy-
Sa'biy dari An-Nu'man bin Basyir radliallahu 'anhu berkata, telah bersabda 
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Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: "Yang halal sudah jelas dan yang haram juga 
sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). Maka 
barangsiapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapat 
dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya dan 
siapa yang banyak berdekatan dengan perkara samar maka dikhawatirkan dia 
akan jatuh pada perbuatan yang haram tersebut. Maksiat adalah larangan-
larangan Allah. Maka siapa yang berada di dekat larangan Allah itu 
dikhawatirkan dia akan jatuh pada larangan tersebut".
89
 
Islam memang mewajibkan kepada kita untuk berobat apabila sedang sakit 
namun tetap harus memperhatikan kandungan halal atau haramnya obat tersebut. 
Rasulullah saw. bersabda : 
 ُنْب ُلَ َِ  َ ْ
ِ
ا َنَ ََبَْخَب  ، َنوُر َه ُنْب ُدًَِزٍ  ََيج َّدَح ، ُّيِطِسا َْ
ْما َةَد َْ َُ  ُنْب ُد َّمَحُم  ََيج َّدَح ْن َ  ، ،ش ََّ َ
 َل َق :َل َق ، ِءاَدْر َّلدا ِِ َب  ْن َ  ، ِءاَدْر َّلدا ِّمَُ  ْن َ  ، ٍِِّّر َْصهبْلْا َناَر ِْعِ ِِ َب  ْن َ  ، ،ِلَّْسُم ِنْب َةَْ
َل ْْ َ ج 
 : َ َّلََّسَو ِه َْ َ َل  ُالله َّلََّص ِ َّللَّا ُلُْسَر« َّن
ِ
ا§ ُِّكِم َل َْ َجَو ، َءاَو َّلداَو َءا َّلدا َلَزْىَب  َ َّللَّا ًءاَوَد ،ءاَد
 ،ماَر َِبِ اْوَواََدت َلإَو اْوَواََدَتف» 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubadah Al Wasithi telah 
menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami 
Isma'il bin 'Ayyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abu Imran Al Anshari dari 
Ummu Ad Darda dari Abu Ad Darda ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi 
wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, 
dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan 
jangan berobat dengan sesuatu yang haram!"
90
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Rasulullah saw. bersabda : 
 ْن َ  ، ،دِه َجُم ْن َ  ، َق َْسْ
ِ
ا ِِ َب  ِنْب َُسْو ًُ ْن َ  ، نعَِكَو  ََيج َّدَح :َل َق َةَْبَُش ِِ َب  ُنْب ِرَْكب ُْبَب   ََيج َّدَح 
 :َل َق ، َةَرٍَْرُه ِِ َب§« ُالله َّلََّص ِ َّللَّا ُلُْسَر ىىََنَ  ِنِ ْْ َ ً ، ِثُ ِْ َْخما ِءاَو َّلدا ِن َ  ، َ َّلََّسَو ِه َْ َ َل
 َّم ُّسما» 
Artinya: 
(3459) Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah 
menceritakan kepada kami Waki' dari Yunus bin Abu Ishaq dari Mujahid dari 
Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang 
menggunakan obat yang buruk, yaitu racun."
91
 
Berdasarkan hadits tersebut dapat dikatakan bahwa obat-obatan ilegal dan 
berbahaya haram hukumnya dikonsumsi karena obat-obatan dianggap mengandung 
racun karena dapat merusak saraf dan organ tubuh. 
Dari daftar obat-pbatan yang disita kepolisian saat melakukan penangkapan 
terdapat obat merk tramadol dan eximer yang memiliki sifat narkotil yaitu 
menghilangkan kesadaran (memabukkan). Dalam Islam disebutkan bahwa setiap 
yang memabukkan itu haram. Rasulullah saw. bersabda : 
 ْنَ  ، ُب ُّْ ًَب   ََيج َّدَح ، ،ْدًَز ُنْب ُد ََّحِ  ََيج َّدَح :َلإ َق ، ،لِمَكَ ُْبَب َو ، ُِّكَِت َْ ْما ِعَِب َّرما ُْبَب   ََيج َّدَح  ِن َ  ، ، عِفَنَ
 ََّلََّسَو ِه َْ َ َل  ُالله َّلََّص ِالله ُلُْسَر َل َق :َل َق ، َر َُعِ ِنْبا :§« ،رِكْسُم ُُّكُ نر َْخَ ،رِكْسُم ُُّكَُو ، 
 ِةَرِٓخْلْا ِفِ  َْبْ ََْشٌْ َْمم ، ُْبَتً َْمم  َُنِْمُْدً َْ ُهَو َت ََمف  ََ ْ ه ُّلدا ِفِ َرْمَْخما َبَِشَ ْنَمَو ، نماَرَح» 
Artinya : 
Telah menceritakan kepada kami Abu Ar Rabi' Al 'Ataki dan Abu Kamil 
keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah 
menceritakan kepada kami Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap yang memabukkan 
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adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Barangsiapa 
meminum khamer di dunia -kemudian ia mati- sedangkan ia biasa 
meminumnya, niscaya tidak akan diterima taubatnya dan tidak akan 
meminumnya di akhirat."
92
 
Berdasarkan hadits tersebut jika dikaitkan dengan obat-obatan berbahaya dan 
narkoba maka dapat dikatakan bahwa obat-obatan berbahaya hukumnya haram 
karena persamaan illat yaitu memabukkan. Walaupun terdapat manfaat dalam obat 
tersebut namun efek negatifnya lebih banyak. 
ِِهَّللاِدْبَعِْنِبرِباَجْنَع،ٍحَاَبيرَِبأِْنبِءَاطَع ْ نَع،ٍبيِبَحِيَبأِْنبَدِيزَي ْ نَع،ُثْيَّللااَن َث َّدَح،ُةَبْي َت ُقاَن َث َّدَحَِر
َِةََّكبَِوُىَوِحْتَفلاَماَُعلوُق َي،َمَّلَسَوِهْيَلَعُهللاىَّلَصِهَّللَلَوُسَرَع َِسَِ:ُوََّنأ،اَمُه ْ نَعُهَّللاَيِضِ:
«ِِماَنْصَلأاَوِرِيزِْنلخاَوِةَتْي
َ
لداَو،ِرْمَلخاَع ْ ي َبَمَّرَُحَلذوُسَرَوَهَّللاَِّنإ»ِ:َليِقَف،
ااَهِبُحِبْصَتْسَيَو،ُدوُُللجااَهُِبنَىُْديَو،ُنُفُّسلااَهِبىَلُْطياَهَّ نَِإف،ِةَتْيَ
لداَموُحُشَت َْيَأَرأ،ِوَّللَلَوُسَرَاي
ِ:َلاَق َف؟ُساَّنل« ِماَرَحَوُى،َلَ»،َّثَِ ِلَِ َدْنِعَمَّلَسَوِهْيَلَعُهللاىَّلَصِهَّللُلَوُسَرَلاَقِ:
«ُِوََنَثاوُلَكََأف،ُهوُعاَبَّث،ُهوَُلَجَاَهَموُحُشَمَّرَحاَّمَلَهَّللاَِّنإَدوُه َيلاُهَّللَلََتَاق»،ٍمِصاَعُوَبَلأَاق،
،ُدِيَزياَن َث َّدَح،ِديِمَلحاُدْبَعاَن َث َّدَح ِءَاطَعَّ َيلِإَبَتَكِْع َِسَ،َِعُهللاىَّلَصِّيِبَّنلاِنَع،ُوْنَعُهَّللاَيِضَرًارِباَجُت
َِمَّلَسَوِهَْيل 
Artinya: 
Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Al 
Laits dari Yazid bin Abi Habib dari 'Atho' bin Abi Rabah dari Jabir bin 
'Abdullah radliallahu 'anhu bahwasanya dia mendengar Rasulullah shallallahu 
'alaihi wasallam bersabda ketika Hari Penaklukan saat Beliau di Makkah: 
"Allah dan RasulNya telah mengharamkan khamar, bangkai, babi dan patung-
patung". Ada yang bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan lemak dari 
bangkai (sapi dan kambing) karena bisa dimanfaatkan untuk memoles sarung 
pedang atau meminyaki kulit-kulit dan sebagai bahan minyak untuk penerangan 
bagi manusia?. Beliau bersabda: "Tidak, dia tetap haram". Kemudian saat itu 
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juga Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Semoga Allah melaknat 
Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan lemak hewan (sapi dan kambing) 
mereka mencairkannya lalu memperjual belikannya dan memakan uang jual 
belinya". Berkata, Abu 'Ashim telah menceritakan kepada kami 'Abdul Hamid 
telah menceritakan kepada kami Yazid; 'Atho' menulis surat kepadaku yang 
katanya dia mendengar Jabir radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi 
wasallam.
93
 
Hadits tersebut menerangkan bahwa segala sesuau yang pada dasarnya 
bersifat haram maka jika diubah bentuk dalam bentuk apapun hukumnya tetap haram, 
hadits tersebut juga menerangkan bahwa diharamkan meminum khamar begitu  pula 
diharamkan memproduksi dan menjualnya. Jika obat-obat keras disamakan 
hukumnya dengan khamar karena persamaannya yaitu memabukkan maka  hukum 
mengkonsumsinya dan memperjual belikannya haram. 
Obat-obat keras atau berbahaya pada dasarnya boleh dikonsumsi selama 
sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan serta sesuai dengan anjuran dokter. 
Obat-obat keras atau berbahaya hukumnya haram dikonsumsi apabila dikonsumsi 
secara berlebihan sehingga mengakibatkan mabuk. 
Penyalah gunaan obat-obatan farmasi dilarang dalam agama, apalagi jika 
dapat membahayakan diri sendiri. Salah satunya yaitu menyebabkan kematian. Allah 
berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 
 . . . َ ٌَّ  إَ ۡۚۡى  ك  س ف  َأَْا َٰٓى ه تۡم تَ  لْ  وَ َّللّٱََا ًٗ ي  ح  سَۡى ك بَ  ٌ ا  ك٩٠َ 
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang 
kepadamu.
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Manusia tidak boleh menyianyiakan hidupnya hanya untuk memuaskan nafsu 
dan kesenangan dunia saja.Dan mengenai memperjual belikanobat-obat berbahaya 
secara ilegal tentu dilarang dalam Islam karena tidak boleh membahayakan diri 
sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain. Dengan 
menjual obat-obat ilegal dan berbahaya tentu dapat membahayakan bagi pembelinya 
(yang mengkonsumsi)
95
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan obat-obatan farmasi 
yang terjadi di Kabupaten Sinjai sudah tepat menggunakan Pasal 196 dan Pasal 
197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan karena para 
pelaku terbukti melanggar Pasal 196 dan Pasal 197 karena mereka 
mengedarkan obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar, tidak sesuai 
dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Para pelaku juga tidak memiliki 
hak untuk memperjual belikan obat-obatan farmasi. 
2. Dampak peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin edar sangat 
meresahkan masyarakat. Dengan adanya peredaran obat-obatan farmasi yang 
tidak memiliki izin edar memudahkan terjadinya penyalahgunaan obat-obat 
farmasi. Penyalahgunaan obat-obatan farmasi terutama obat keras yang 
digunakan tidak sesuia dengan anjuran dokter dapat memberi pengaruh buruk 
bagi kesehatan seperti penurunan fungsi otak dan rusaknya syaraf, apabila 
syaraf telah rusak maka seseorang tidak dapat berpikir menggunakan akal 
sehatnya, penggunaan dalam jangka waktu yang panjang dan melebihi dosis 
bahkan dapat menyebabkan kematian. 
3. Dalam Islam tidak diatur secara khusus mengenai hukum mengedarkan dan 
menjual obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar, namun apabila 
obat-obatan yang dijual tersebut mengandung zat yang diharamkan maka 
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hukum memperdagangkannya dan mengkonsumsinya juga haram. Karena obat-
obatan yang diedarkan secara ilegal di Kabupaten Sinjai mengandung zat yang 
memabukkan sehingga penggunaannya dan memperjual belikannya pun 
diharamkan. 
B. Implikasi Penelitian 
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi 
dari 
penelitian ini ialah sebagai berikut: 
1. Kepolisian harus lebih sering memberikan penyuluhan kepada masyarakat 
utamanya kepada generasi muda agar mereka mengetahui dampak-dampak 
negatif penyalahgunaan obat-obatan farmasi. 
2. Dalam upaya menanggulangi peredaran obat-obat ilegal dan berbahaya, 
partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan, masyarakat harus lebih terbuka 
dalam menyampaikan laporan kepada kepolisian agar peredaran obat-obat yang 
tidak memiliki izin edar dapat lebih cepat ditindak secara hukum. 
3. Perlu adanya penyidik PNS di Dinas Kabupaten Sinjai, agar dapat membantu 
kepolisian dalam memberantas peredaran obat-obatan tang tidak memiliki izin 
edar dan berbahaya. 
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Pedoman Wawancara 
a. Kepolisian  
Nama : Ipda Haeruddin S 
Jabatan : KAUR Bin Polres Sinjai 
1. Tindakan-tindakan apa yang dilakukan Kepolisian dalam upaya untuk 
meanggulangi peredaran obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar ? 
2. Apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya menanggulangi peredaran 
obat-obatan farmasi yang tidak memiliki izin edar ? 
3. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan obat-obatan 
farmasi yang tidak memiliki izin edar ? 
4. Apa dampak yang ditimbulkan terhadap peredaran obat-obatan yang tidak 
memiliki izin edar ? 
b. Dinas Kesehatan 
Nama : Hikmawati 
1. Bagaimana tanggapan ibu mengenai adanya peredaran obat-obatan farmasi 
yang tidak memiliki izin edar ? 
2. Apa upaya yang dilakukan dinas kesehatan dalam menanggulangi peredaran 
obat-obatan farmasi yanng tidak memiliki izin edar ? 
3. Apakah dinas kesehatan memberikan sanksi bagi pelaku peredaran obat-obatan 
farmasi yang tidak memiliki izin edar ? 
4. Apa dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan obat-obatan farmasi ? 
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c. Tokoh Agama 
Nama : Syamsuddin Umar 
    Baharuddin 
    Samsul 
1. Bagaimana pandangan Islam tentang mengedarkan obat-obatan yang illegal? 
2. Apa hukumnya dalam Islam menjual obat-obatan berbahaya? 
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya obat-obatan illegal dan berbahaya? 
d. Pengguna 
Nama : Heril 
    Diwan 
    Irwan 
    Indra 
1. Bagaimana awal mulanya saudar bisa sampai menggunakan obat-obatan 
tersebut? 
2. Di mana biasanya saudara membeli obat-obatan tersebut? 
3. Apa efek samping yang saudara rasakan setelah mengkonsumsi obat-obatan 
tersebut? 
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